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UCAPAN TERIMAKASIHPuji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segalaberkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmupengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatankepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini. Akan tetapisesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungandari berbagai pihak, maka penyusunan tesis ini tidak dapat berjalandengan baik. Hingga selesainya penulisan tesis ini telah banyakmenerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak.Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlahpenulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:1. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan FakultasHukum Sriwijaya .2. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku Ketua Program StudiMagister Kenotariatan yang selalu memberikan kemudahan dalammemperlengkapi berkas sidang.3. Ibu Dr. Meria Utama, S.H,L.L.M, selaku dosen pembimbing I (satu)Tesis ini yang selalu membimbing dengan baik, memberikanmasukan dan pemecahan masalah yang tepat dan tepat pada waktu,dan membimbing dengan sepenuh hati. Hingga tesis ini selesai tepatpada waktunya.4. Bapak H. Agus Trisaka, S.H,M.Kn,,BK.P dosen pembimbing II (dua)penulisan tesis ini yang selalu memberikan motivasi, mengingatkansaya untuk selalu teliti dan tepat waktu, dan memberikan arahan yangbaik, sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan lancar.5. Dosen-dosen dan staf administrasi Program Studi MagisterKenotariatan yang telah memberikan masukan dan dukunganmembantu segala hal yang berbentuk administrasi saya selamapengerjaan tesis ini. Terima kasih juga untuk bang Yuda, kak Meta kakrika, yang telah membantu mempersiapkan segala berkas-berkasdari seminar proposal hingga berkas sidang.
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sebagai manusia,memang tak akan pernah luputdari perbuatan burukyang menimbulkan dosa.Namun dengan berbuat kebaikan,dosa masa lalu yang pernah diperbuatbisa saja terhapus.
Jadi, jangan ragu untuk terus berbuat baik kepada sesama.

Tesis ini Kupersembahkan Untuk:
❖ Allah swt
❖ Untuk suami dan anakku terkasih
❖ Untuk kedua orang tuaku yang kusayangi
❖ Untuk sahabat terbaikku, dan
❖ Almamaterku.
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KATA PENGANTARPuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala atas segala rahmat dan karunia-Nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul: ”AKTA PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) SEBAGAI PROSES PERALIHAN HAK ATAS
TANAH YANG DIBUAT OLEH AHLI WARIS”. Tesis ini diajukan sebagai salah satupersyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada ProgramStudi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas SriwijayaPenulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan,bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan,hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:1. Dr. Meria Utama, S.H., L.L.M, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telahmeluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, sertamotivasi yang sangat berharga selama proses penyusunan tesis ini.

2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.K.P, selaku Dosen Pembimbing Kedua yangtelah memberikan masukan, saran, dan perspektif yang konstruktif dalampenyelesaian tesis ini.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmupengetahuan dan wawasan yang luas selama masa perkuliahan.
4. Staf dan karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya atas bantuan administrasi dan kelancaran proses studipenulis.Penulis berharap Tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembang ilmuhukum, khususnya di bidang kenotariatan, serta dapat menjadi referensi yangbermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapatkekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yangmembangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.
Palembang, April 2025
RINI ANGGRAININIM. 02022682327034
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A. Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Indonesia, tanah merupakan suatu aset pentingyang memiliki fungsi sosial, serta merupakan akar sosio kultural,sehingga sering terjadi konflik, sengketa, maupun perselisihan terkaitpermasalahan pertanahan baik yang bersifat horizontal maupun vertikaldikarenakan keterbatasan dan tingginya kebutuhan manusia terhadaptanah.1Tanah adalah salah satu unsur kekayaan alam yang memiliki peranvital bagi kehidupan di bumi, terutama bagi manusia. Keberadaannyasangat penting karena tanah memiliki fungsi dan nilai yang tinggi sertatidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia sehari-hari. Karenaperanannya yang tak tergantikan, tanah menjadi kebutuhan dasar yangmendorong manusia untuk berkeinginan menguasai dan memilikinya.2Tanah merupakan salah satu milik yang berharga bagi setiapmanusia, hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik yangsangat penting bagi negara dan masyarakat Indonesia, masalah tanahadalah masalah yang paling pokok, banyak perkara perdata dan pidana
1 Rasda, D., Rahman, M. S., & Tijjang, B. 2021 Tanggung Jawab Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah. Jurnal Litigasi
Amsir, 9(1). hal. 34-402 Dwi Apriliana, Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Berdasarkan Kuasa
Menjual Yang Telah Dibatalkan Para Pihak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor 347/Pdt.G/2014/PN.Dps). Jurnal Pro Hukum, 2018, 7(2, hal. 1-12.
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yang timbul karena permasalahan peralihan hak atas tanah. Peralihanhak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwahukum. Peralihan hak milik atas tanah karena perbuatan hukum atauperistiwa hukum sebagai peralihan hak atas tanah merujuk pada segalatindakan yang menyebabkan perubahan, status atau kepemilikan atassuatu tanah, baik itu melalui jual beli, hibah,atau perjanjian lainya yangsah menurut hukum.Tanah memiliki arti yang beragam. Pertama, dilihat dariperspektif ekonomi, tanah adalah sarana produksi yang dapatmeningkatkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapatmenentukan posisi seseorang dalam mengambil keputusan dikehidupan masyarakat. Ketiga, tanah yang sebagai kapital budaya dapatmenentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanahmemiliki makna yang sakral karena pada akhirnya setiap orang akankembali ke tanah.3 Kenyataan bahwa tanah tidak pernah bertambah akantetapi kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Oleh karena itupemilik tanah memerlukan perlindungan dan jaminan kepastian hukumdi bidang pertanahan.Undang-undang tentang hukum tanah yaitu Undang-Undang No.5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenaldengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). pada Pasal 5
3 Heru Nugroho, Menggugat Kekuasaan Negara, Muhammadiyah UniversityPress, Surakarta. 2001, hal.237.
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UUPA dinyatakan bahwa Hukum Agraria Nasional kita adalah hukumadat, dan hukum agraria kolonial dicabut dan dinyatakan tidak berlakulagi. Jaminan kepastian hukum dapat ditemukan dalam Pasal 19 ayat (1)UUPA yang menyatakan bahwa “kepastian hukum oleh pemerintah,diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesiamenurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturanpemerintah”. Hal ini beriringan dengan tujuan diundangkannyaUndang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).4Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah menetapkan bahwa instansi yang berwenang dalampelaksanaan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini di tingkat daerah menjaditanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Namun,dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk kegiatan tertentu, KepalaKantor Pertanahan tidak dapat bekerja sendiri dan memerlukan bantuandari pihak lain. Salah satu pihak yang berperan dalam hal ini adalahPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana ditegaskan dalamPasal 6 ayat (2) yaitu. “Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, KepalaKantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) danpejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
4 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, KencanaPrenadamedia Group, Jakarta. 2010, hal.1.
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tertentu menurut peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.Pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.Perbuatan hukum dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a. jualbeli, b. tukar menukar, c. Hibah, d. pemasukan ke dalam perusahaan(inbreng), e. pembagian hak bersama, f. pemberian Hak GunaBangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, g. pemberian HakTanggungan, h. pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungandalam Pasal 3 ayat (1) PP No.37 tahun 1998 menyebutkan bahwa untukmelaksanakan tugas pokok tersebut, PPAT diberi kewenangan untukmembuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum tertentumengenai hak atas tanah dan hak milik atas rumah susun yang terletakdi daerah.Tanah merupakan objek penting dalam kelangsungan hidupmanusia, pada praktiknya tanah menjadi objek jual beli yang sangatmenguntungkan bagi penjual dan pembeli mengingat nilainya akanmeningkat. Pada dasarnya tanah dapat digunakan sebagai tempattinggal ataupun digunakan sebagai kegiatan ekonomi. Kebutuhan tanahsemakin pesat karena jumlah penduduk pun semakin padat, makaberdampak pada persediaan tanah yang semakin sempit namun menjadikebutuhan pokok manusia untuk memiliki tempat tinggal, karena faktorkepadatan penduduk yang terjadi meskipun pada dasarnya penyediaankebutuhan perumahan merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab
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Negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).5Begitu pentingnya tanah sehingga banyak sekali masyarakat yangingin memiliki tanah dan menjadikan alat investasi atau dibuat rumahuntuk tempat tinggal. Saat ini kebutuhan tanah sangat melonjak terlihatbanyaknya periklanan dan poster-poster promosi penjualan tanah yangdi pasang di pinggir jalan.Para penjual tanah atau developer (pengembang) sering kalimenggunakan Perjanjian Pengikat Jual BeLi (PPJB) untuk transaksi jualbeli yang berfungsi sebagai pembayaran uang muka dari pembeli. Olehkarena itu harus diperhatikan dalam isi dari perjanjian pengikat Jual Belitanah ini, yaitu objek nya, jaminan dari penjual, kewajiban penjual dankewajiban pembeli.3 (tiga) unsur jual beli tanah yang harus dipenuhi menurut hukumadat yaitu tunai, riil dan terang. Yang dimaksud “tunai” adalahpenyerahan hak oleh penjual yang dilakukan bersamaan denganpembayaran oleh pembeli dan seketika itu juga hak sudah beralih daripenjual ke pembeli. Harga yang dibayarkan itu tidak harus lunas, selisihharga dianggap sebagai hutang pembeli kepada penjual yang termasuklingkup hutang piutang. Bersifat “riil” memiliki arti kehendak yangdiucapkan harus diikuti perbuatan nyata, contohnya dengan telahditerimanya uang oleh penjual, dan dibuatnya perjanjian di hadapan
5 Gusti bagus gilang Prawira, Yosafat Prasetya Nugraha, Agus Sugiarto.

Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli (PPJB) dalam transaksi jual beli tanah. jurnal Vol.11N0.1 edisi januari, 2023, PP.270-274.



6

kepala desa. Bersifat “terang” apabila proses jual beli dilakukandihadapan kepala desa yang bertujuan untuk memastikan bahwaperbuatan itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.6Desa Gedung Harapan Kabupaten Lampung Selatan, banyakmasyarakat yang belum mengetahui tentang prosedur, penyiapandokumen untuk terlaksananya jual beli yang sah. Seperti contoh padaputusan Pengadilan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN.Kla Negeri Kaliandadimana pembeli menggugat penjual karena tanah yang dibeli dan sudahlunas pembayarannya tidak kunjung mendapatkan sertifikat atas namapembeli dan setelah ditanyakan sertifikat asli kepada penjual atasbidang tanah tersebut ternyata sertifikat tanah tersebut belum di pecah,karena masih atas nama orang tua penjual, sedangkan orang tua penjualtersebut telah meninggal dunia. Sementara itu pembeli hanya memilikidokumen Perjanjian Pengikat Jual Beli yang dibuat oleh Penjual sebagaiBukti Transaksi Jual beli tanah tersebut.Setelah pembeli mengetahui bahwa pemilik tanah tersebut telahmeninggal dunia dan ternyata ada ahli waris lain yang tidak turutmenandatangani PPJB yang telah disepakati, karena bertempat tinggaldi luar kota (kalimantan), maka pembeli memohon kepada penjual untukmediasi dan damai dengan cara penjual bersedia membayar ataumengembalikan dana sesuai dengan harga pembelian pasaran. Namun
6 Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan

Implementasi, Kompas, Jakarta. 2001,hal.11
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ternyata penjual ingkar janji terhadap pembeli. Melalui mekanismepertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa” setiapperbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.7Jika mencermati ketentuan Pasal 584 KUHPerdata menjelaskan”hak milik atas hak suatu barang tidak dapat diperoleh selain denganpengambilan untuk dimiliki dengan perikatan dengan kadaluarsa,dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut suratwasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatuperistiwa perdata untuk memindahkan hak milik, yang dilakukan olehorang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”. Dengan inimaka telah cukup beralasan hukum apabila perbuatan penjual berupamenduduki serta menguasai tanah milik pembeli adalah perbuataningkar janji.8Pada konsepnya transaksi jual beli tanah haruslah terang dan tunaiyang artinya dilakukan secara terbuka, jelas objek dan subjek pemilik,lengkap surat-surat dan buku kepemilikannya, sedangkan tunaidiartikan dibayar seketika dan sekaligus dibayar dengan pajak-pajaknya dan biaya-biaya lainnya. proses hukum yang sah untuk
7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata8 Putusan Pengadilan Negeri Kalianda 2023
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pengalihan hak milik tanah dari penjual kepada pembeli dengan adanyaperjanjian dan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (PPAT),agar para pihak mendapatkan perlindungan hukum.Sedangkan pada studi kasus pembeli hanya mendapatkandokumen Perjanjian Pengikat Jual Beli yang dibuat oleh Penjual sebagaiBukti Transaksi Jual beli tanah, bukan sertifikat yang mana sertifikattersebut masih atas nama orang yang sudah meninggal dan belum turunwaris atas nama ahli waris.Ketika pemiliknya meninggal dunia maka hak atas tanah dan
properti yang dimiliki jatuh ketangan ahli warisannya sesuai denganKitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 yang menyatakan”Pewarisan hanya dapat dilakukan karena kematian”. Peralihan hakmilik atas tanah harus melibatkan semua ahli waris dan pelibatan semuaahli waris dilakukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari.Proses pembagian hak milik atas tanah warisan hendaknya dibagimenurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9Pewaris sah lah yang berhak menandatangani PPJB. Namunsebelum PPJB dibuat para ahli waris yang sah harus terlibat dalam prosespenjualan tanah warisan dan semua harus menyetujui dan tanda tangantanpa terkecuali, karena satu saja ahli waris tidak menandatanganiperjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut tidaklah sah.

9Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum waris di Indonesia, Rineka Cipta februari2006, hal. 23.
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Untuk penyelesaian warisan wajib dipenuhi kehadiran seluruhahli waris dalam akta yang berkenaan, sesuai dengan asas kebulatan danasas kebersamaan, apabila salah satu tidak turut bertanda tangan atautidak diwakili dengan sah maka mengakibatkan aktanya batal demihukum atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan10PPJB berfungsi sebagai jaminan hukum dan dibuat oleh penjualdan pembeli dimana transaksi jual beli belum dapat dilakukan karenaadanya unsur yang belum terpenuhi yaitu belum lunasnya pembayaran,belum membayar pajak, sertifikat masih dalam proses pemecahan, ataukondisi yang lain-lain. Diterangkan bahwa sistem PPJB adalah rangkaianproses kesepakatan antara setiap orang atau dengan pelakupembangunan (developer) dalam kegiatan pemasaran yang dituangkandalam perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikat jual belisebelum di tandatangani Akta Jual Beli. PPJB merupakan bentukdokumen yang berisi tentang kesepakatan antara penjual dan pembeliuntuk mengikat suatu bidang tanah yang diperjual belikan.11Berdasarkan pengertian PPJB tersebut dapat dipahami bahwaPPJB adalah kesepakatan awal antara calon penjual dengan calonpembeli yang memperjanjikan akan dilakukannya transaksi jual beliatas suatu benda. Pada umumnya benda tidak bergerak termasuk tanah.
10 Isniani dan Anggreni A Lubis. Hukum Agraria, Kajian Komprehensif MedanPustaka Prima, 2022, Hal. 7711 Alusianto Hamonangan, Mhd.Taufigu, Pengikat Perjanjian jual Beli (PPJB)

dalam transaksi peralihan hak atas tanah dan atau Bangunan, Universitas DarmajayaAgung Medan jurnal Rectum Volume 3 Nomor 2. 2021.
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PPJB bertujuan untuk mengikat calon penjual agar pada saat yangtelah diperjanjikan ia akan menjual benda/hak miliknya kepada calonpembeli, dan pada saat yang sama perjanjian tersebut juga mengikatcalon pembeli untuk membeli benda/hak milik calon penjual sesuaidengan ketentuan yang telah diperjanjikan para pihak. Ada dua jenisPPJB yang dibuat dihadapan PPAT yaitu PPJB lunas dan PPJB belum lunas,PPJB belum lunas di buat ketika pembeli belum melunasi harga jual beli,isi PPJB ini memuat jumlah uang muka, cara pembayaran, dan sanksi jikasalah satu pihak wanprestasi, memuat juga jika pelunasan harusditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli (AJB), sedangkan PPJB lunas dibuatketika pembeli sudah melunasi harga jual beli, memuat tentangperjanjian-perjanjian seperti besarnya harga, kapan waktu pelunasandan dibuatnya AJB. Dokumen PPJB tidak dapat dianggap sebagai alashak kepemilikan atas suatu tanah dan/atau bangunan. PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian pendahuluan yang dapatmenjadi bukti peralihan hak atas tanah, sedangkan peralihan hak atastanah sendiri merupakan proses hukum yang mengubah kepemilikantanah dari satu pihak kepihak lain.12Penjual tanah yang sertifikatnya belum pecah untuk melakukantransaksi jual beli agar terikatnya suatu pembeli terhadap penjualbiasanya para pihak (penjual/pembeli) menggunakan Perjanjian
12 Fahum umsu.ac.id, PPJB sebagai dasar peralihan hak atas tanah. 2024
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Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya akan disebut (PPJB) yang dibuatoleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya akan disebut dengan(PPAT) yang berwenang. Dalam hal ini, PPJB hadir sebagai jaminanhukum pada saat membeli tanah.Sebagai contoh, seseorang membeli tanah secara tunai. Namunkarena sertifikat milik induknya, pembeli tidak dapat mengajukan baliknamanya ke Kantor Pertanahan. Jadi, sertifikat harus diajukan terlebihdahulu untuk pemecahan. Karena jual beli dilakukan secara tunai danhanya menggunakan kwitansi biasa, kedua belah pihak setuju untukmembuat perjanjian jual beli di hadapan notaris dengan Akta PPJB dankuasa menjual sebelum AJB dapat dibuatkan di hadapan PPAT. Namun,pihak penjual meninggal dunia sebelum sertifikat dipecahkan di KantorPertanahan. Jika penjual meninggal setelah dibuatnya PPJB dan kuasamenjual, pembeli dapat mendaftarkan kepemilikan tanah danmendapatkan perlindungan hukum. Ini karena, menurut Pasal 37 ayat (1)PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atastanah melalui jual beli baru hanya dapat didaftarkan jika AJB dibuat dihadapan PPAT.13
Contoh kasus selanjutnya adalah Perjanjian Pengikatan Jual BeliTanah di mana salah satu pihak, yaitu Munir MN sebagai pemilik tanah
13 Kurniawati, L. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Sebagai

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah. Jurnal Hukum danKenotariatan, 2018 ,2(1), 1-18.
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atau penjual, telah meninggal dunia. Munir MN telah menandatanganiPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dengan PT. Khatulistiwa SejahteraAbadi sebagai pembeli pada tahun 2019 di hadapan notaris. PPJB inidibuat karena sertifikat tanah masih berstatus Hak Milik, sementara PT.Khatulistiwa Sejahtera Abadi tidak termasuk dalam kategori badanhukum yang berhak memiliki tanah. Ketika proses ini berlangsung,Munir MN meninggal dunia, sehingga PPJB tidak dapat dilanjutkanmenjadi Akta Jual Beli (AJB) karena perlu dilakukan proses pewarisansertifikat kepada ahli warisnya. Almarhum Munir MN meninggalkantujuh orang ahli waris, yaitu satu istri dan lima anak dari perkawinanpertama, serta satu istri dari perkawinan kedua. Beberapa ahli warisalmarhum ingin membatalkan perjanjian tersebut di pengadilan.Namun, dalam PPJB terdapat ketentuan di Pasal 9 yang menyatakanbahwa "Akta Perjanjian Jual Beli ini tidak akan berakhir karenameninggalnya salah satu pihak, tetapi akan diteruskan dan harusdipenuhi oleh para ahli waris dari pihak yang meninggal atau yangmenerima hak darinya."Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum waris barat dan hukumwaris Islam, di mana dalam Hukum Waris Barat/KUHPerdata pada Pasal833 “ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milikatas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris,sekaligus berkewajiban membayar utang dan kewajiban-kewajibanpewaris”. Hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam ranah hukum
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harta kekayaan, atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilaidengan uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata, yangmenyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi akibat kematian. Sementaraitu, Hukum Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam mengadopsi asasbilateral, di mana seseorang dapat menerima hak warisan dari keduagaris kerabat, baik dari keturunan perempuan maupun laki-laki. Asas inisecara jelas tercantum dalam QS. an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Ketikaseseorang meninggal, seluruh harta milik pewaris akan sepenuhnyamenjadi milik ahli waris, setelah dikurangi dengan kewajiban pewarisyang belum diselesaikan pada saat pemakaman.14Dalam harta warisan seseorang yang telah meninggal, diaturmengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan serta dampaknyabagi para ahli waris. Ini berarti bahwa baik aset maupun kewajiban yangharus dipenuhi oleh ahli waris terkait dengan apa yang ditinggalkan olehpewaris, akan beralih kepada mereka segera setelah pewarismeninggal. Hal ini didasarkan pada asas le mort saisit le vif, yang berartibahwa orang yang telah meninggal akan menyerahkan hak-haknyakepada orang yang masih hidup.15Meskipun peralihan hak atas tanah melalui akta PPJB memberikankepastian hukum, prosesnya seringkali menghadapi berbagai masalah
14 Vani, P. A.dkk, Pengikatan Jual Beli Tanah yang Salah Satu Pihaknya Meninggal

Dunia Studi Kasus Akta Jual Beli. UNES Law Review, 2013, 6(4, 12511-12525.15 R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2024 Hukum Waris Kodifikasi, AirlanggaUniversity Press, Jakarta ,1998, hal. 6
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dan tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas administrasi warisanyang harus diselesaikan oleh ahli waris, serta kurangnya pemahamanmengenai prosedur yang benar dalam membuat akta PPJB yang sah.Proses ini menjadi semakin rumit apabila terdapat perbedaan pendapatantara ahli waris mengenai pembagian tanah warisan atau apabila salahsatu pihak tidak terlibat dalam proses pembuatan akta tersebut.Selain itu, seringkali ahli waris tidak mengetahui betul pentingnyapembuatan akta pengikatan jual beli ini untuk memastikan bahwatransaksi yang dilakukan adalah sah dan tidak berpotensi menimbulkanmasalah di masa depan. Jika tidak dilakukan dengan benar, peralihanhak atas tanah bisa berujung pada sengketa antara ahli waris atau pihakpembeli. Dalam beberapa kasus, pembeli dapat terjebak dalamtransaksi yang tidak sah karena akta PPJB tidak dibuat sesuai ketentuanhukum yang berlaku.Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untukmelakukan penelitian dan pengkajian tentang “Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai proses peralihan hak atas tanah yangdibuat oleh ahli waris”.
B. Rumusan MasalahDalam merumuskan masalah penulis membatasi masalah-masalahyang akan diteliti sebagai berikut :1) Apakah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat
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tanpa persetujuan dari salah satu ahli waris dapat dijadikan dasarperalihan hak atas tanah sebelum proses turun waris ?2) Bagaimana penegakan hukum pembeli yang melakukan jual belitanah tanpa persetujuan dari salah satu ahli waris ?3) Bagaimana upaya hukum bagi pembeli yang tidak dapatmemproses pendaftaran peralihan hak atas tanah karenaPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak ditandatangani olehsalah satu ahli waris ?
C. Tujuan PenelitianBerdasarkan rumusan permasalahan di atas, terdapat tujuanpenelitian yang dapat diperoleh, yaitu :1) Untuk mengetahui pengaturan hukum Perjanjian Pengikatan JualBeli (PPJB) yang dibuat tanpa persetujuan dari salah satu ahliwaris dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah sebelumproses turun waris.2) Untuk menganalisis penegakan hukum pembeli yang melakukanjual beli tanah tanpa persetujuan dari salah satu ahli waris.3) Untuk menganalisis upaya hukum bagi pembeli yang tidak dapatmemproses pendaftaran peralihan hak atas tanah karenaPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak ditandatangani olehsalah satu ahli waris.
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D. Manfaat Penelitianmembuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukumtertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun,yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data Hasilpenelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmuhukum baik secara teoritis maupun praktis terutama dalam bidang ilmuhukum kenotariatan. Adapun manfaat dari penelitian ini dapatdisimpulkan sebagai berikut:1) Manfaat Teoritisa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensiuntuk bahan pustaka dalam penelitian selanjutnya, sertamemberikan informasi ilmiah secara umum. Selain itu,penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuanyang diperoleh selama perkuliahan dan menerapkannya dilapangan, sehingga dapat memberikan manfaat di bidanghukum kenotariatan. Khususnya, penelitian ini bertujuan untukmemahami dasar pembuatan Akta Pengikat Perjanjian JualBeli hak atas tanah sebagai proses peralihan hak atas tanahyang pemiliknya telah meninggal dunia.b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahamanmengenai proses dan prosedur pendaftaran peralihan hakatas tanah yang dilakukan oleh para ahli waris.
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2) Manfaat Praktisa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikansumbangan wawasan dan pemikiran bagi penulis dalamkaitannya dengan masalah yang diteliti serta memberikanpengetahuan yang berguna bagi masyarakat pada umumnyadan pembaca mengenai bidang hukum Kenotariatan tentangbagaimana proses Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) sebagaitransaksi jual beli tanah yang pemiliknya sudah meninggaldunia.b. Berkaitan dengan masalah yang diteliti dapat digunakanacuan kepada para pihak yang tertarik untuk melakukanpenelitian - penelitian berikutnya terkait denganpermasalahan yang sama.
E. Koreanska Teori

1. Grand theory

a. Teori Penegakan HukumPenegakan hukum adalah bagian dari tindakan yang dilakukanoleh aparat penegak hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untukmeningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Prosespenegakan hukum dilakukan baik sebelum maupun setelah terjadinyapelanggaran hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum merupakansebuah sistem yang melibatkan sejumlah anggota pemerintahan yang
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berfungsi sebagai aparat terorganisir untuk menegakkan hukum dengancara memulihkan, mencegah, atau menghukum individu yangmelanggar peraturan perundang-undangan. Meskipun sering kalidianggap sebagai bagian dari kepolisian dan pengadilan, istilah inibiasanya merujuk pada individu yang bukan anggota kepolisian resmitetapi terlibat langsung dalam penindakan dan pengawasan untukmencegah serta menangani aktivitas kriminal, termasuk mereka yangmelakukan penyelidikan terhadap kejahatan. Penangkapan pelakukejahatan sering kali melibatkan tindakan pencegahan danpenghukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan.Menurut Kennedy Penegakan hukum adalah suatu prosesdilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-normasebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara.Keselarasan antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyatamanusia merupakan sistem penegakan hukum itu sendiri.16 Penegakanhukum dapat dilakukan secara luas dan juga dapat dipahami sebagaisuatu bentuk penegakan yang melibatkan semua subjek hukum, yangmerupakan upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian, danmanfaat dalam praktik. Istilah penegakan hukum sering kali disalahartikan oleh beberapa ahli, seolah-olah hanya berkaitan dengan hukumpidana. Penegakan hukum mencakup tindakan represif maupun
16 Kenedi, J., Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Keislaman danTafsiran Hadis, 2014, 3(1). hal. 78
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preventif. Ini adalah usaha untuk mengubah gagasan dan konsep hukummenjadi kenyataan. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatanyang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah untuk menciptakan,memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupanmasyarakat.Menurut Barda, penegakan hukum adalah proses yang dilakukanuntuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagaipedoman perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum dalammasyarakat dan negara. Selama ini, pemahaman orang tentangpenegakan hukum (law enforcement) tampaknya hanya berfokus padatindakan represif aparat penegak hukum dalam memberikan responstegas terhadap pelaku kriminal.Sementara itu, Soekanto berpendapat bahwa pemahamanpenegakan hukum seperti itu sangat sempit, karena seolah-olahkewenangan penegakan hukum hanya menjadi tanggung jawab aparathukum saja. Sebenarnya, penegakan hukum dalam konteks yang lebihluas mencakup tindakan, perbuatan, atau perilaku nyata yang sesuaidengan norma atau kaidah yang mengikat. Namun, dalam upayamenjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial,pemerintah berperan sebagai aktor keamanan.17

17 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hal. 21.
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Di Indonesia, penegakan hukum dilaksanakan oleh berbagaipenegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Tugasmereka adalah memastikan bahwa hukum dipatuhi oleh masyarakat.Penegakan hukum berperan untuk menjaga agar hukum dapat berfungsisecara efektif dan mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebihbaik. Negara Indonesia berlandaskan pada hukum, bukan padakekuasaan, yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukumyang mengedepankan hukum sebagai bentuk kedaulatan tertinggi.Sebagai penegak hukum, pemerintah memiliki kewajiban untukmenjaga dan memelihara ketertiban di masyarakat dengan penegakanhukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu.Penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yangmenyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalamkaidah-kaidah hukum di masyarakat dan mencerminkan sikapmenghargai rangkaian nilai yang bertujuan untuk memelihara danmempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Penegakan hukumakan tercapai jika hukum dapat diterapkan dengan baik. Beberapafaktor yang mendukung penegakan hukum meliputi: pertama, penegakhukum yang berkualitas, yaitu aparat penegak hukum yang kuat danmampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, adanya peralatan hukum yang memadai. Ketiga,masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan mematuhi semua
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peraturan yang berlaku. Terakhir, dukungan dari birokrasipemerintahan dalam penegakan hukum.Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan olehberbagai pihak dan juga dapat dipahami sebagai upaya penegakanhukum oleh subjek dalam pengertian yang lebih terbatas. Dalampengertian yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semuasubjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Siapa pun yang mengikutiaturan normatif atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan normahukum yang berlaku, berarti mereka sedang menjalankan ataumenegakkan hukum. Sementara itu, dalam pengertian yang sempit,penegakan hukum hanya merujuk pada upaya aparat penegak hukumtertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum diterapkandengan benar. Dalam rangka memastikan tegaknya hukum, aparatpenegak hukum diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan jikadiperlukan.18Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudutobjeknya, yaitu dari aspek hukumnya. Dalam konteks ini, pengertiannyamencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti yang lebih luas,penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat dalamaturan formal serta nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya
18 Barda Nawawi hall. 46
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berkaitan dengan penerapan peraturan yang formal dan tertulis. Olehkarena itu, terjemahan istilah 'law enforcement' ke dalam bahasaIndonesia menggunakan istilah 'penegakan hukum' dalam arti yang luas,sedangkan istilah 'penegakan peraturan' dapat digunakan dalam artiyang lebih sempit.19Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998, PPAT bertugas pokokmelaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan paraphraseTugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan,karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan.Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakanrumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasadisebut dengan hukum yang mati.Konsep penegakan hukum yangbersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukumturut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendakiperlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formildalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakanhukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakanhukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnyaperan serta masyarakat.20Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenaiinstitusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam
19 Agus Rahardjo, Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan

Berteknologi, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 7620 Ibid. Hal. 79
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arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam prosestegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa,hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanyaaparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yangmempengaruhi, yaitu: (di) institusi penegak hukum serta berbagaiperangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerjakelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya,termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkatperaturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yangmengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukummateriilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secarasistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan,sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secarainternal dapat diwujudkan secara nyata.21 Penegakan hukum di negeriini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukumIndonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahanitu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukumnormatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukumyang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yangada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan
21 Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung:Citra Aditya Bhakti, 1994, hal. 62
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kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalahperbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasihukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalahmasalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembangkhususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkanpada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).22Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakanhukum yang negatif, yang pertama adalah faktor yang ada di dalamsistem hukum itu sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya sertasarana prasarana untuk penegakan hukum. Kedua adalah faktor yangada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itusendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budayayang mempengaruhi hal tersebut.Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkanhukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalampenegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal inidibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum danmasyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehinggahukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga.Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakanhukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut
22 Sulaiman, E. Problematika, penegakan hukum di Indonesia. Ash-Shahabah:Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2016, 2(1), (). hal. 67.
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serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi olehmasyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakanhukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantudan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehinggahukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yangtentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.
b. Konsep KewarisanSecara umum, hukum waris dapat diartikan sebagai hukum yangmengatur tentang apa yang harus dilakukan terhadap harta kekayaanseseorang yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain, hukum inimengatur peralihan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telahmeninggal beserta konsekuensinya bagi ahli waris.Dalam hukum waris, terdapat suatu asas yang menyatakan bahwahanya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan yangdapat diwariskan. Ketika seseorang meninggal, semua hak dankewajibannya secara otomatis beralih kepada ahli warisnya.Pada dasarnya, warisan adalah proses penerusan dan pengalihanharta peninggalan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,dari pewaris kepada ahli waris. Namun, dalam praktiknya, proses danlangkah-langkah pengalihan tersebut dapat bervariasi, termasuk dalamhal hibah, hadiah, dan wasiat, serta masalah lainnya.
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Definisi hukum waris bervariasi antara satu pakar dengan yanglainnya. Untuk memahami lebih dalam mengenai pengertian hukumwaris, berikut adalah pandangan dari beberapa ahli di bidang ini:1) Prof. Gregory Van Der BurghtMenyatakan bahwa hukum waris adalah kumpulan aturanyang mengatur konsekuensi hukum terhadap harta kekayaansetelah kematian, peralihan harta yang ditinggalkan olehorang yang telah meninggal, serta dampak hukum yangditimbulkan oleh perubahan tersebut bagi para penerima,baik dalam hubungan di antara mereka maupun dengan pihakketiga.232) Prof R Wirano ProddjodikoroMenjelaskan bahwa hukum waris berkaitan denganbagaimana hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorangyang telah meninggal akan beralih kepada orang yang masihhidup. Dengan kata lain, hukum waris dapat didefinisikansebagai peraturan hukum yang mengatur peralihan hartawarisan dari pewaris kepada ahli waris akibat kematian.24

3) Prof. Alu Afandi
23 Gregor van der Burght, Hukum Waris. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995.24 R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Warisan Di Indonesia. Bandung: SumurBandung. 1980, Cet. Ke-6
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Mendefinisikan hukum waris sebagai hukum yang mengaturtentang kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yangtelah meninggal serta dampaknya bagi para ahli waris.Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukumwaris merupakan seperangkat aturan yang mengatur perpindahan atauperalihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahliwaris akibat kematian, baik dalam konteks hubungan antar merekamaupun dengan pihak lain.Dalam hal ini, terdapat ketentuan khusus dalam Pasal 2KUHPerdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalamkandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan jikakepentingan anak tersebut memerlukannya. Namun, jika bayi yangdikandung meninggal saat dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernahada. Berdasarkan konsep pewarisan hukum adat, bagian-bagianhukum adat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hukum warisadat, dan sebaliknya, hukum waris juga menjadi pusat dalam hubungandengan hukum adat lainnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukumwaris mencakup aturan-aturan hukum yang berbeda dan terusberkembang dari generasi ke generasi, yaitu suatu proses penerusan
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dan peralihan kekayaan, baik yang bersifat material maupun immaterial,dari satu generasi ke generasi berikutnya.25Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkanbarang barang harta benda dan barang-barang yang yang tidakberwujud benda (Materiele Goederen) dari suatu angkatan manusia(Generatie) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktuorang tua masih hidup.26Di lapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukanadanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapitidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangailahir yang sama.27 Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalamipengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga,yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja,melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yangmendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahiryang tertentu dengan agama itu.28Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garisketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta
25 Bushar Muhammad,, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: PT. PradnyaParamitha, 2002, hal. 39198026 Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012,, hal. 25927 Ter Haar Bzn, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat Beginselen En Stelsel VanHet Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: PradnyaParamitha, 2001, hal. 15928 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
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warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewariskepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukumpenerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.29Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiriyang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukumbarat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiranbangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yangBhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalahkehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkankerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.30Selanjutnya hukum Kewarisan Islam tidak terlepas dari hukumkewarisan zaman Jahiliyah. Ringkasnya, perkembangan HukumKewarisan Islam dapat dipaparkan sebagai berikut, hukum kewarisanadat Arab pada zaman Jahiliyah menetapkan tata cara pembagianwarisan dalam masyarakat yang didasarkan atas hubungan nasab ataukekerabatan, dan hal itu pun hanya diberikan kepada keluarga yanglaki-laki saja. Perempuan dan anak- anak tidak mendapatkan warisan,karena dipandang tidak mampu memanggul senjata gunamempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan peperanganserta merampas harta peperangan. Bahkan orang perempuan yaitu istriayah dan atau istri saudara dijadikan obyek warisan yang dapat diwaris
29 Ibid. Hilman. hal. 830 Prodjojo Hamidjojo, Hukum Waris Indonesia, Jakarta: Stensil, 2000, hal. 5
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secara paksa.31 Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukumIslam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yangtelah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yangberupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhakmenurut hukum.32 Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itudapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allahdan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud hartadari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakiniberlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.33Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menuruthukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia.Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasukahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagaikewarisan. Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanyaperpindahan kepemilikan yaitu perpindahan harta benda dan hak-hakmaterial dari pihak yang mewariskan (waris) setelah yang bersangkutanwafat, kepada para penerima warisan (waratsah) dengan jalanpergantian yang didasarkan pada hukum syara’. Terjadinya prosespewarisan ini, diperlukan beberapa syarat baik syarat yang berkaitan
31 Kusnadi, K, Penerus harta warisan Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat

dalam perspektif hukum islam: studi di kelurahan pasar Krui dan Pekon Way
Nepal Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hal. 4632 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal. 13233 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal.6.
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dengan pewaris dan syarat yang berkaitan dengan ahli warisnya, setelahmemenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit.Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukumyang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukannasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami,kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayahatau seibu.34Meskipun diyakini bahwa sistem kekeluargaan yang dibangunoleh syari’ah Islam adalah sistem kekeluargaan yang bersifat bilateral,akan tetapi ternyata pengaruh adat istiadat masyarakat Arab Jahiliyahyang Patrilineal itu sangatlah kuat sehingga mempengaruhi pikiran danpraktik hukum keluarga dan hukum kewarisan pada masa sahabat dansesudahnya. Praktik kekeluargaan Patrilineal yang sangat menonjoltersebut telah mempengaruhi praktik dan Ijtihad hukum kewarisan Islampada masa lalu sampai sekarang. Dan paham inilah yang masuk dandiajarkan kepada umat Islam di Indonesia. Ketidakseimbangan telahterjadi karena hukum keluarga yang dianut dan berkembang diIndonesia adalah hukum keluarga yang bersifat bilateral, sementarahukum kewarisan yang diajarkan bersifat patrilineal sehingga hukumkewarisan patrilineal tersebut kurang mendapat sambutan secara
34 Muhammad Ali Al-Shabuni, A. M Basalamah Pembagian Waris Menurut

Islam,(Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 33
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tangan terbuka karena dirasa belum/tidak pas untuk diterapkan dalampraktik. Di sinilah diperlukan adanya kaji ulang dan ijtihad baru dibidang hukum kewarisan.35Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris baratberlaku untuk masyarakat non muslim, termasuk warga negaraIndonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannyadiatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).Hukum Waris Barat adalah hukum waris yang mengatur tentangharta benda dan harta peninggalan setelah seseorang meninggal duniaberdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek) yang selanjutnya disebut KUHPerdata, diartikan “kesemuanya kaidah hukum yang mengatur seluruh nasib kekayaanseseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orang yangdapat menerimanya” setiap orang yang meninggal dan meninggalkanharta warisan disebut sebagai pewaris, sedangkan orang yang akanmenerima harta warisan yang ditinggalkan disebut sebagai ahli waris.36Dalam hukum waris barat ini berlaku beberapa asas di dalamnya antaralain:

35 Ibid. Kusnadi. hal. 4836 Tamakiran S, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Bandung,2000, hal. 24
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1) Asas individual2) Asas bilateral373) Asas penderajatan4) Asas Kematian38
Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiapahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannyamasing-masing. Dalam hukum waris perdata ada dua cara untukmewariskan:1) Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskantanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-intestato.2) Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupapernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinyasetelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapatdiubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuaidengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Dancara pembatalannya harus dengan wasiat baru ataudilakukan dengan Notaris

37 M Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan
Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) hal. 119- 12038 Djaja S Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata,Nuansa Mulia,Bandung, 2018, hal. 4.
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Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yangsudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah untuk menjadi ahliwarisnya
2. Middle Range Theory

a. Teori Hukum Perjanjian

Middle Range Theory dalam penelitian ini adalah HukumPerjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada oranglain atau dilakukan sebuah kesepakatan lebih dari satu orang. Kataperjanjian berasal dari Bahasa Belanda (overeenkomst) yang berartisetuju atau sepakat, perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat oleh duaorang atau lebih, baik secara tertulis maupun lisan. Perjanjian adalahperistiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dan setiap peristiwayang mempunyai akibat hukum. Perjanjian menganut sistem terbukaartinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa,sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisiapa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuatperjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnyadisimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) yaitu: “semua persetujuan yang
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dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yangmembuatnya”.39Selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itumengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khususyang diatur dalam undang-undang sering terjadi dalam kehidupanmasyarakat misalnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asaskonsensualisme yang berarti sepakat, artinya asas konsensualisme padadasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sejakdilahirkan sejak detik tercipta kesepakatan. Namun undang-undangmenetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjianitu diadakan secara tertulis atau dengan akta Notaris, tetapi hal yangdemikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim bahwaperjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudahmencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian jualbeli, tukar menukar, sewa menyewa adalah perjanjian yangkonsensual.40Menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian sebagai suatuhubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalammana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukansesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
39 Subekti, Hukum Perjanjian, penerbit intermasa, Jakarta. 2005,40 Subekti, Hukum Perjanjian penerbit intermasa, Jakarta, 2005,, hal.14-15



36

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatuhubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakatuntuk menimbulkan akibat hukum. Artinya kedua belah pihak itusepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dankewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan.41Dalam Pasal 1457 KUHPerdata perjanjian jual beli adalahperjanjian antara penjual dan pembeli dimana perjanjian mengikatkandirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepadapembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar hargabarang itu.Perjanjian pengikatan Jual Beli yang selanjutnya akan disebut(PPJB) adalah rangkaian proses kesepakatan setiap orang denganperilaku pembangunan dalam setiap pemasaran yang dituangkan dalamperjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual belisebelum di tandatangani akta jual beli. Namun, PPJB tersebut hanyadapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas statuskepemilikan tanah. R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian pengikatanJual Beli adalah perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembelisebelum dilaksanakannya jual beli, dikarenakan adanya unsur-unsuryang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain sertifikat hak atastanah belum ada karena masih dalam proses atau belum terjadinya
41Joko Sriwidodo, S Kristiawanto, Memahami Hukum Perikatan. Kepel Presd,Cetakan Pertama. 2021.
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pelunasan harga atau pajak-pajak yang dikenakan terhadap jual beli hakatas tanah belum dapat dibayar baik oleh penjual atau pembeli.42Teori Hukum Perjanjian jual Beli. Pasal 1457 - 1540 KUHPerdatamengatur tentang perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli khususnya jualbeli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual,mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun belum adapembayaran dan barangnya belum diserahkan. Perjanjian jual belimerupakan perbuatan menukarkan hak milik atas suatu barang denganimbalan atau kontraprestasi berupa uang, dalam pengertian jual beliberarti para pihak mengadakan perjanjian untuk menyerahkan barang,sedangkan pihak lain berjanji untuk membayar harganya berupa uang,apabila bukan berbentuk uang maka bukan disebut sebagai jual belimelainkan tukar menukar barang, sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdatayaitu”jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihaklain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Perjanjian yang lahirsejak terciptanya kesepakatan para pihak tergolong dalam perjanjianjual beli konsensual. Perjanjian, sedangkan Pasal 1484 KUHPerdatamenyebutkan bahwa ”jika penjualan sebuah benda tak bergerak terjadidengan penyatuan luasnya atau isinya, dengan ditentukan suatu hargamenurut ukurannya, maka si penjual diwajibkan menyerahkan jumlah
42 R.Subekti, aspek-aspek hukum perikatan nasional, itra Aditya Bakti Bandung.1998.
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yang dinyatakan dalam persetujuan; dan jika ia tidak mampumelakukannya,atau si pembeli tidak menuntutnya, maka penjual harusbersedia menerima pengurangan harga menurut imbangan”. Pasalinimenjelaskan jika yang di perjualkan adalah barang yang tak bergerak,seperti sebidang tanah, maka haruslah jelas dalam menyebutkan,luasnya, barang atau benda yang ada di atas tanah tersebut, juga harganya, si penjual diwajibkan menyerahkan tanah tersebut sesuai dengankesepakatan yang telah disepakati. Akan tetapi apabila setelahdijelaskan luas tanahnya dan ternyata diukur kembali tidak sesuai tetapipembeli tidak mempermasalahkannya maka penjual harus menerimapengurangan harga menurut imbangan.43Dalam perjanjian jual beli penjual mempunyai dua hal pokokkewajiban terhadap pembeli yaitu menjamin tidak ada tuntutan hukumdari pihak ketiga tentang kepemilikan barang yang sudah di beli,dengan kata lain benda yg di beli aman. Kedua, penjual bertanggungjawab atas barang yang dijualnya.
3. APPlied Theory

a. Teori Penyelesaian SengketaMenurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, keduanyamengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa ada 5 (lima), yaitu:

43 Ahmadi Miru, Saka Pati, Hukum perjanjian) edisi revisi , Sinar Grafika
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1) Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatusolusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yanglainnya.2) Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri danbersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnyadiinginkan.3) Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatifyang memuaskan dari kedua belah pihak.4) Withdrawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkansituasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.5) In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.44Laura Nader, Dan Harry F. Todd Jr sebagai ahli antropologi hukummenerangkan 7 (tujuh) teori penyelesaian sengketa dalam masyarakat,yaitu :1) Lumping it (membiarkan saja), dengan membiarkan saja, pihakyang merasakan perlakuan tidak adil dan gagal dalammemperjuangkan tuntutannya sering kali berakhir dengansikap mengabaikan masalah yang dihadapi. Pihak yang terlibatdalam sengketa memilih untuk tidak memperhatikan masalahatau isu-isu yang muncul, yang mungkin disebabkan olehkurangnya informasi mengenai cara mengajukan keluhan ke
44 Dean G Pruitt, Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 4-6
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pengadilan, terbatasnya akses ke lembaga peradilan, ataumemang sengaja tidak membawa masalah tersebut kepengadilan karena sudah memperkirakan bahwa kerugianyang akan ditanggung lebih besar daripada keuntungan, baikdari segi materi maupun psikologis.2) Avoidance (mengelak), adalah pihak yang merasa dirugikan,memilih untuk mengurangi hubungan hubungan dengan pihakyang sudah merugikannya atau menghentikan hubungantersebut tersebut secara total, contohnya dalam hubunganbisnis hal serupa bisa saja terjadi.3) Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahankepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifatmemaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan,pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secaradamai.4) Negotiation (perundingan), dalam proses negosiasi, keduabelah pihak yang terlibat adalah para pengambil keputusan.Penyelesaian masalah yang dihadapi dilakukan melaluituntutan mereka, sambil tetap menjaga hubungan denganpihak yang dianggap merugikan. Hal ini dilakukan karenamereka sepakat untuk menyelesaikan masalah tanpamelibatkan pihak ketiga. Kedua belah pihak berusaha untuksaling meyakinkan, sehingga mereka menciptakan aturan
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mereka sendiri dan tidak menyelesaikan masalah berdasarkanaturan yang sudah ada.5) Mediation (mediasi), merupakan bantuan dari pihak ketigauntuk membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapatagar menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapatditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atauditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu.Contoh penyelesaian perkara perdata di PengadilanNegeri Palembang Kelas 1A pasca Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan(Perma Nomor 1 Tahun 2016) yang mewajibkan dengan upayamencapai perdamaian dalam bentuk mediasi.456) Arbitration (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketasepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga,arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akanmenerima keputusan dari arbitrator tersebut.Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahansukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitasuntuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatukeputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut
45 Meria Utama, Penyelesaian Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas iA Palembang), Artikel Jilid 3, 2021Universitas Sriwijaya.
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Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian sengketa, pada pasal 1, Arbitraseadalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluarperadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitraseyang dibuat secara tertulis oleh para pihak yangbersangkutan.467) Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyaiwewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, terlepasdari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itujuga memiliki wewenang untuk membuat keputusan danmenegakkan keputusan itu, artinya pihak ketiga berupayabahwa keputusan itu agar dapat dilaksanakan.47Dari pemaparan diatas, teori penyelesaian sengketa dapatdisederhanakan kepada dua bagian, yaitu: (1) Alternatif PenyelesaianSengketa (Alternative Dispute Resolution), meliputi: konsultasi, negosiasi,mediasi, konsiliasi, penilaian akhir, atau arbitrase; dan (2) pengadilan.Penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebut juga denganpenyelesaian sengketa non litigasi, sedangkan penyelesaian melaluiproses peradilan atau disebut juga dengan penyelesaian sengketa

46 Nur Fauziah Hanif, Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa, 202147 Laura Nader dan Harry F, Todd Jr, The Disputing Process Law in Ten Societies,New York: Columbia University Press, 1978, hal. 9-11. Lihat juga Ihromi T.O., 1993,
Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor, Jakarta, hal.210-212.
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secara litigasi, yaitu dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kePengadilan.
F. Metode penelitianMetode penelitian hukum adalah suatu proses pengumpulan,pengolahan, penganalisaan, dan pengumpulan data yang berupainformasi tentang suatu gejala, fenomena, ataupun permasalahan hukumuntuk mencari kebenaran atau solusi dari gejala, fenomena, ataupunpermasalahan tersebut.48
1. Jenis PenelitianJenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatupendekatan yang mengandalkan sumber-sumber hukum utama melaluianalisis terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, sertaperaturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.
2. Pendekatan PenelitianPendekatan yang digunakan oleh peneliti ada dua jenis yaitu:a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute APProach)Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute APProach)adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semuaperaturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang ditangani.

48 Aris prio Agus santoso,.dkk, Pengantar Metodologi Penelitian hukum. 2022.
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Dalam metode pendekatan penelitian perundang-undanganpeneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturanperundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004,peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk olehlembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikatsecara umum. Secara singkat dari pengertian tersebut dapatdikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasidan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi danregulasi.b. Pendekatan kasusPendekatan kasus dengan menelaah dokumen, menganalisispermasalahan dengan pertimbangan pengadilan untuk sampaikepada suatu penetapan Pengadilan Negeri kalianda dengannomor: 51/Pdt,G/2022/PN Kla, dengan mengamati, memahamidan menganalisis diuraikan secara deskriptif terhadap data-datayang diperoleh untuk menemukan permasalahan hukumnya.Kemudian pendekatan perundang-undangan dilakukan yangberhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti untuk
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menciptakan peraturan yang dapat digunakan sebagai pedomanjika terdapat persoalan menyangkut hukum49c. Pendekatan SosiologiPendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk memahami suatugejala yang tidak dapat diukur dengan secara tepat. Untuk itudalam penggunaannya memerlukan instrumen yakni manusia.50Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengamati apayang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatuwilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial.51
3. Jenis dan sumber Bahan Penelitiana. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bahan hukumprimer yang berarti “bahan hukum yang sifatnya mengikat ” yangakan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)2) Kitab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah

49 Sheyla Nichatus sovia, Ragam Metode Penelitian Hukum, Kediri: LembagaStudi Hukum Pidana,, 2022,, 25-31.50 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Makassar:Syakir MediaPress, 2021, hal. 30-4351 Joaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hal. 152.
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4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 yang merupakanrevisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998,mengatur perubahan terkait ketentuan mengenai jabatanPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).5) Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 berisi pedomanteknis pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 yang berkaitan dengan proses pendaftaran tanah.6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018menetapkan ketentuan mengenai Pembinaan terhadap PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT).b. Sumber hukum tersier merupakan bahan data yang memberikaninformasi tentang hukum primer dan sekunder seperti kamusbahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.c. Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiriatas Buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnalhukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, yurisprudensi, danhasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topikpenelitian.Penelusuran bahan hukum dapat dilakukan dengancara membaca, mendengar, melihat, atau melalui penelusuranbahan hukum di internet.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan PenelitianTeknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan olehpeneliti adalah studi dokumen atau kepustakaan, penelitian hukumnormatif studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yangutama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannyadidasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atauajaran hukum, hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusanpengadilan. Yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.52
5. Teknik Pengelolaan Bahan PenelitianPengolahan bahan hukum dilakukan dengan caramenginventarisasi dengan sistematis peraturan perundang-undanganyang terdapat relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai AktaPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai proses peralihan hak atastanah yang dibuat oleh ahli waris. Setelah memperoleh bahan-bahanhukum dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalahdilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan caramelakukan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis.Sistematisasi dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukumbertujuan agar memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.53

2022. 52 Aris, P, dkk, Pengantar, Metodologi Peneliyian Hukum, Pustaka Baru Press,

53 Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji., Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafido Persada. 2021, Hal. 52.
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6. Teknik Analisis Bahan PenelitianTeknik analisis bahan penelitian ini diperoleh dengan caramengumpulkan data-data. Data-data tersebut kemudian dianalisisdengan melalui pendekatan analisis kualitatif yang artinyamenggunakan data bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logisdan tidak tumpang tindih. Dengan mengadakan pengamatan data-datayang diperoleh dan menghubungkan dari tiap-tiap data yang diperolehtersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yangdiperoleh dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yangterkait. Yaitu berfikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umumdengan menggunakan perangkat normatif dan enterprise tadi dankonstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakanmetode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metodededuktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umumterhadap permasalah dan tujuan penelitian.
7. Teknik Penarikan KesimpulanTeknik penarikan Kesimpulan dilakukan dengan caramenggunakan metode berfikir deduktif (metode berfikir dari berbagaihal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus). Kegunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum bersifat normatif-preskriptif.54 Hal ini bertujuan mensistematisasikan, serta

54 Bernard Arif Sidaharta, Refleksi tentang struktur ilmu hukum, Bandung, CV,Madar Maju, 2000.
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mengharmonisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasaruntuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan



50
DAFTAR PUSTAKA

BUKU:Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,Bayumedia Publishing, Malang: 2007.Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Sinar
Grafika Jakarta 2008.Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan
Kejahatan Berteknologi, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004.Ahmadi Miru, Saka Pati, (Hukum perjanjian) edisi revisi , Sinar Grafika.2020.Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004.Adrian sutedi, Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, Sinar Grafika2008.Aris, P Agus, S, Amad, R. E.W. Rina A, P, Pengantar Metodologi Penelitian
Hukum, Pustaka Baru Press. 2022.Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan HukumPidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2007.Bernard Arif sidharta, Refleksi tentang struktur ilmu hukum, Bandung, CV,Mandar Maju. 2000.Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta: 2000.Bushar Muhammad, Pokok-Pokok, Hukum Adat, Jakarta: PT. PradnyaParamitha, 2002.Dean G Pruitt, Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.Djaja S Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang HukumPerdata, Nuansa Mulia, Bandung, 2018.



116

Eli Erawati dan Herlin Budiono, penjelasan hukum tentang, kebatalan
perjanjian, Jakarta NLRP. 2000.Fahum umsu.ac.id, PPJB sebagai dasar peralihan hak atas tanah. 2024Gregor van der Burgt, Hukum Waris. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.1995.Heru Nugroho, Menggugat Kekuasaan Negara, MuhammadiyahUniversity Press, Surakarta. 2001.Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti,2003.Isniani dan Anggraeni A Lubis. Hukum Agraria: Kajian KomprehensifMedan Pustaka Prima. 2022.Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatifdan Empiris”, Depok: Prenada Media Group, 2018.Joko Sriwidodo, S Kristiawanto, (Memahami Hukum Perikatan). Kepel
Press, 2021 Cetakan Pertama.Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, The Disputing Process Law in Ten
Societies, New York: Columbia University Press, 1978,Ihromi T.O., Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor,Jakarta, 1993.M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islamdengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW). 2000.Maman Superman. Hukum Waris Persdata. Sinar Grafika, 2019.Maman suparman, hukum waris perdata. Jakarta Sinar Grafika 2018.Mohammad Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan,Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.Muhammad Ali Al-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, ter. A. MBasalamah Jakarta: Gema Insani Press, 1996.



117

Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, PT Asdi mahasatya,Jakarta 2006.Prodjohamidjojo, Hukum Waris Indonesia, Jakarta: Stensil, 2000.R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia. (Bandung: SumurBandung). 1980. Cet. Ke-6R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, AirlanggaUniversity Press, Jakarta. 2024.R. Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT Prata Pramita 1990.R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung:PT Aditiya Bakti, 2014.
R. Prodjodikoro Wiryono, Hukum Waris di Indonesia, Sumur Bandung,Bandung 1983.R.Subekti, aspek-aspek hukum perikatan nasional, Citra Aditya BaktiBandung. 1998.Sanyoto, S. Penegakan hukum di indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 8(3),2008.Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2012.Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji., Penelitian Hukum Normatif (Suatu

Tinjauan Singkat). Jakarta : Raja Grafido Persada. 2021.Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi PenegakanHukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.Subekti, Hukum Perjanjian. Penerbit Intermasa, Jakarta 2005.Sudarsono, Kamus Hukum Rineka Cipta. Jakarta, 2015.Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, GunungAgung, Jakarta: 1982.Tamakiran S., Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum,Bandung, 2000



118

Ter Haar Bzn, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En StelselVan Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti PoesponotoJakarta: Pradnya Paramitha, 2001.Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, KencanaPrenada Media Group, Jakarta. 2010.Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif”, Makassar:SyakirMedia Press, 2021.
UNDANG-UNDANGKitab Undang-Undang Hukum PerdataPasal 1005 KUH PerdataPeraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman.Peraturan Pemerintah No.24. tahun 1997 Pasal 37 ayat 1 TentangPendaftaran tanah)
PUTUSANPutusan Pengadilan Negeri Kalianda No 51/Pdt,G/2023 /PN Kla.
ARTIKELAfif Khalid , jurnal analisis itikad baik sebagai asas hukum perjanjian

Volume.5 N0.2 2023.Alusianto Hamonangan, Mhd.Taufigu. Pengikat Perjanjian jual Beli (PPJB)
dalam transaksi peralihan hak atas tanah dan atau Bangunan,
Universitas Darmajaya Agung Medan (jurnal Rectum Volume 3 Nomor
2, juli 2021).Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H.Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli MelaluiInternet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan.SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2019, 6(3), 223-238.Aris prio Agus santoso, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, Rina Arum Pengantar
metodologi, Penelitian hukum.2022



119

Dwi Apriliana. Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat BerdasarkanKuasa Menjual Yang Telah Dibatalkan Para Pihak (Analisis PutusanPengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2014/PN.Dps).
Jurnal Pro Hukum, 7 (2), 2018.Dwi Sri Wawit, Implikasi hukum persetujuan ahli waris dalam pembuatan
akta wasiat terkait pembagian hak bersama, Jurnal Hukum dan
Kenotariatan 2018Gusti bagus gilang Prawira, Yosafat Prasetya Nugraha, Agus Sugiarto.
Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli (PPJB) dalam transaksi jual beli
tanah. (journal Vol.11 N0.1 edisi januari 2023, PP.270-274)Journal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - December2015Kennedy, J. Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Keislaman
dan Tafsiran Hadis, 3(1). (2014).Kurniawati, L. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa MenjualSebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak AtasTanah. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2(1), (2018). 1-18.Kusnadi, K. Penerus harta warisan Lampung Sai Batin Kabupaten PesisirBarat dalam perspektif hukum islam: studi di kelurahan pasar Kruidan Pekon Way Nepal (Doctoral dissertation, UIN Raden IntanLampung 2017).Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi danImplementasi, Kompas, Jakarta. 2001.Maulana Rialzi, Analisis kasus tentang jual beli tanah warisan yang belumdibagi jurnal Hukum Ekonomi Syariah.2022Meria Utama, Penyelesaian Mediasi dalam Penyelesaian SengketaPerdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di PengadilanNegeri Kelas iA Palembang), Artikel Jilid 3, 2021 Universitas
Sriwijaya.Muh Wahid. Pokok-Pokok Hukum agraria Di Indonesia, Surabaya;
UNESSA Press Juni 2016.Notaris Indonesia, Kekuatan Hukum Pembuktian Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli, Jurnal Vol.3, 2021.



120

Oong Komariah, Implikasi perbuatan melawan hukum perjanjianpengikatan Jual Beli oleh ahli waris (Studi Kasus Putusan Nomor.25/PDT/2014/PN.LMG), Jurnal Hukum Kenotariatan vol.3 No.2, juli
2021Putri Aulia Vani, Perjanjian Pengikat Jual Beli tanah yang salah satupihaknya meninggal dunia (Studi Kasus Akta Jual Beli nomor 17tahun 2019), Jurnal Tinjauan hukum jil.8 N0.4 2024.Putri, D. R. K., & Purwaningsih, S. B. Jual Beli Tanah Warisan TanpaPersetujuan Ahli Waris. Indonesian Journal of Law andJustice, 2(1).2024.Rahmad Ramadan,Kedudukan hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli(PPJB)Dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah.”IurisStudio: Jurnal Kajian Hukum Volume 6, No.3 2022:45-50.Rasda, D., Rahman, M. S., & Tijjang, B. Tanggung Jawab Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Milik AtasTanah. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1). 2021.Reza Fahlepy, Jurnal Adela Maria Defiona, Devinsa Dwi Rahmadani, SitiDewi Novita Sari Status Peralihan Sertipikat Hak atas Tanahberdasarkan surat hibah dibawah tangan. Jurnal,Vol.13 No.1 2021Riza Sirait, Rudi Salam Sinaga & Maksum Syari Lubis, Implementasi
Undang-Undang N0. 1 Tahun 2011 Terhadap Kondisi PerumahanBagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Medan,
Jurnal Ilmiah Magister Publik, 2021 Vol.10 .31.289.Sheyla Nichatus sovia, Ragam Metode Penelitian Hukum, (Kediri: Lembaga
Studi Hukum Pidana, 2022), 25-31.Sulaiman, E. Problematika penegakan hukum di Indonesia. Ash-
Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(1), 2016.Vani, P. A., Ferdi, F., & Andora, H. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanahyang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Akta JualBeli Nomor 17 Tahun 2019). UNES Law Review, 6(4), 12511-12525.


